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BAB I

PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, yang berisi tentang pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja (LKj) DISDUKCAPIL Tahun 2018 ini disusun berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas penduduk yang merupakan basis potensi sumber daya manusia sehingga dapat mendukung pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan di daerah. Sebagai instansi Dinas Kependudukan dan Pencatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu berupaya untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah dituangkan didalam RPJMD dan Renstra DISDUKCAPIL Tahun 2017-2021 untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Rokan Hulu.
Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2018 ini disusun sehubungan dengan perlaksanaan program Tahun 2018 yang dijabarkan dalam kegiatan yang bertolak ukur pada Indkator Kinerja Utama DISDUKCAPIL yang akhirnya akan dapat menciptakan perencanaan yang berkualitas. Oleh sebab itu Laporan Kinerja (LKj) ini disusun untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
B. GAMBARAN UMUM DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Rokan Hulu didirikan pada tahun 2011 yakni dengan pemberlakuan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 65 Tahun 2011, dengan Struktur Organisasi yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, agar pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Rokan Hulu lebih berdaya guna dan berhasil guna di bidang perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan  peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu yang berfungsi melaksanakan perumusan dan penyusunan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, pendaftaran  penduduk, pencatatan sipil, informasi administrasi kependudukan, melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian administrasi kependudukan, melaksanakan tugas pembantuan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, melaksanakan koordinasi dan kerjasama serta pemantauan, monitoring dan evaluasi. 
Untuk melaksanakan peran, kedudukan, tugas pokok dan fungsi tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu menjabarkannya melalui program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017-2021 yang mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2005-2025, dan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017-2021.

 Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017-2021, memuat visi dan misi yang hendak dicapai melalui arah kebijakan teknis, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut memanfaatkan segala sumber daya dan dana yang harus dipertanggungjawabkan, baik dari aspek akuntabilitas kinerja pencapaian program dan kegiatan, maupun aspek akuntabilitas keuangan sebagai wujud dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 

Untuk itu, perlu disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan hulu Tahun 2018 yang berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi. 

Permasalahan utama yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Tahun 2018 adalah belum efektifnya penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan yang mencakup pelayanan di Bidang Pendaftaran Penduduk dan Bidang Pencatatan Sipil dikarenakan masih kurangnya tenaga SDM, terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang masuk secara sah dan bertempat tinggal di wilayah Indonesia khususnya dalam wilayah Rokan Hulu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Perda Nomor 5 Tahun 2009  tentang, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tanggung jawab dan wewenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, ciri, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, budaya, agama, serta lingkungan penduduk tersebut.

Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan administrasi kependudukan serta pendaya gunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan. 

Data Kependudukan adalah data perorangan dan atau data agrerat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan, administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan. 

Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan data kependudukan yang tertera pada Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan atau Surat Keterangan Kependudukan Lainnya meliputi Pindah Datang, perubahan alamat, serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi, kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan ditingkat penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
Sebagai lembaga teknis daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Rokan Hulu merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Adapun tugas penting dari Disdukcapil adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat  seperti pembuatan Kartu Keluarga (KK), Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Pindah Datang, Akta kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Pengangkatan Anak, Pendaftaran Penduduk, dan Pendataan Penduduk. 
Dalam melaksanakan peran, tugas pokok dan fungsinya, Disdukcapil masih mengalami hambatan terutama pada sumber daya manusia dan perangkat penunjangnya. Sumber daya manusia di Disdukcapil masih terbatas jumlahnya termasuk kapasitas maupun kapabilitasnya. Dengan perkembangan sistem perencanaan pembangunan, maka pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia perencana yang tanggap dengan melaksanakan pengiriman staf untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan masih belum mencukupi.

Sumber daya Dinas Kependudukan da Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu terlihat pada jumlah pegawai, latar belakang pendidikan dan pangkat dan golongan pegawai. Pegawai dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Rokan Hulu berjumlah 125 orang, yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil 78 orang, Tenaga Teknis Kantor berjumlah 40 Orang, Tenaga Kebersihan 3 Orang dan Tenaga Keamanan 4 Orang.

Tabel 1

Data Pegawai DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Menurut Golongan/Kepangkatan 

	golongan
	a
	b
	c
	d
	jumlah

	ii
	1
	5
	19
	5
	30

	iii
	10
	6
	7
	17
	40

	iv
	6
	1
	1
	-
	8

	jumlah
	78


    Tabel 2

Data Pegawai Negeri Sipil DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATaN SIPIL

Menurut TINGKAT PENDIDIKAN

	no
	tingkat pendidikan
	jumlah
	persentase

	1
	pasca sarjana (s2)
	6
	7,70

	2
	sarjana (s1)
	33
	42,30

	3
	diploma
	3
	3,84

	4
	slta
	36
	46,16

	jumlah
	78
	100,00


Tabel 3

Data Pegawai Honorer DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Menurut Golongan/Kepangkatan

	NO
	TINGKAT PENDIDIKAN
	JUMLAH (ORANG)
	PERSENTASE (%)

	1
	SARJANA (S1)
	4
	8,70

	2
	DIPLOMA
	6
	13.04

	3
	SLTA
	36
	78,26

	4
	SLTP
	-
	-

	5
	SD
	-
	-

	JUMLAH
	19
	100,00


Tabel 4

Data Pegawai DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Menurut Jabatan

	NO
	TINGKAT JABATAN
	JUMLAH (ORANG)
	PERSENTASE (%)

	1
	ESELON II
	1
	1,29

	2
	ESELON III
	5
	6,41

	3
	ESELON IV
	37
	47,43

	4
	STAF
	35
	44,87

	JUMLAH
	78
	100,00


Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya pegawai juga didukung oleh peralatan dan perlengkapan sebagai berikut.
Tabel 5

Perlengkapan dan Peralatan DINAS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	NO
	NAMA  BARANG
	JUMLAH BARANG
	JUMLAH HARGA

	1
	Tanah 
	1
	1.717.504.000

	2
	peralatan dan mesin
	1.588
	11.574.658.695

	3
	gedung dan bangunan
	11
	5.076.380.985

	4
	jalan irigasi dan jaringan
	8
	151.570.000

	5
	aset tetap lainnya
	347
	19.338.000

	6
	kontruksi dalam pengerjaan
	-
	-

	JUMLAH
	1.955
	18.539.451.680


C. KEWENANGAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Bagian Kedelapan belas Pasal 55 yang mengatur tentang Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sesuai dengan pasal 57 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dalam bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil .menyebutkan bahwa tugas pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam bidang urusan kependudukan dan pencatatan sipil daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, tugas pokok dan fungsi tersebut adalah sebagai berikut:
a. Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pembinaan sesuai dengan ruang lingkup Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil;
b.
Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang meliputi pembuatan :

1. Kartu Keluarga (KK);
Adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, data identitas anggota keluarga.
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) /Elektronik Kartu Tanda Penduduk    (e – KTP); 
Adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh intansi pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Surat Pindah Datang;

4. Akta Perkawinan dan Akta Perceraian;

5. Pengangkatan Anak;

6. Akta Kelahiran dan Akta Kematian;

7. Pendaftaran Penduduk;

8. Pendataan Penduduk;

c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Setelah merumuskan visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu yang dikaitkan dengan visi dan misi program pembangunan yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menetapkan beberapa tujuan antara lain : 

1. 
Meningkatkan tertib  administrasi kependudukan, validitas data kependudukan dan pencatatan sipil serta penertiban kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang sah dan faktual.

2.
Meningkatkan  pelayanan prima kepada masyarakat dibidang kependudukan dan pencatatan sipil.

3.
Membangun dan mengembangkan Sistem Administrasi Kependudukan dan menciptakan sistem pengenal tunggal.
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah menyebutkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah unsur pelaksana urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Selanjutnya, tugas dan fungsi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berserta jajarannya berdasarkan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Sususun Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut:
1. Kepala Dinas;

2. Sekretaris, terdiri dari:

a. Sub Bagian Perencanaan;

b. Sub Bagian Keuangan;

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, terdiri dari:

a. Seksi Identitas Penduduk;

b. Seksi Pindah Datang Penduduk;
c. Seksi Pendataan Penduduk.

4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri dari:

a. Seksi Kelahiran;

b. Seksi Perkawinan dan Perceraian;
c. Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraandan Kematian.

5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, terdiri dari:

a. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;

b. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data;
c. Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi.

6. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, terdiri dari:

a. Seksi Kerjasama;
b. Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan;
c. Seksi Inovasi Pelayanan.

Selanjutnya, tugas dan fungsi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berserta jajarannya adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas, dipimpin oleh seorang kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas merumuskan sasaran, mengkoordinasikan, menyelenggarakan membina, mengarahkan, mengevaluasi serta melaporkan pelaksanaan  urusan pemerintahan daerha di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan azas otonomi dan tugas pembatuan sesuai dengan urusan pemerintah yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan yang berlaku, yang dijabarkan ke dalam 15 (lima belas) fungsi, yaitu:
1) Penyusunan program dan anggaran;

2) Pengelolaan keuangan;

3) Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik Negara;

4) Pengelolaan urusan ASN;

5) Penyusunan perencanaan dibidang pendafataran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;

6) Perumusan kebijakan teknis dibidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi  kependudukan, kerja sama, pemanfataan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;

7) Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;

8) Pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;

9) Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;

10) Pelaksanaan kerja sama administrasi kependudukan;
11) Pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
12) Pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
13) Pembinaan, koordinasi, pengendalian bidang administrasi kependudukan;
14) Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
15) Pelaksanaan tugas lain yang duberikan oleh bupati/walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Sekretaris, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas melakukan urusan-urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, melaksanakan penyusunan data, informasi, penyusunan program, evaluasi dan pelaporan, yang dijabarkan ke dalam 7 (tujuh) fungsi, yaitu:

1) Pelaksanaan pengelolaan urusan administrasi dan kepegawaian;

2) Pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan dan perlengkapan;

3) Pelaksanaan pengelolaan urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

4) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh kepala dinas sesuai tugas dan fungsinya;

5) Merencanakan operasionalisasi pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

6) Memberikan tugas kepada bawahan dalam pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

7) Melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
Didalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretaris dibantu oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan Kepala Sub Bagian Keuangan dan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
· Kepala Sub Bagian Perencanaan, dipimpin oleh seorang kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dengan tugas melakukan penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran, yang dijabarkan ke dalam 6 (enam) fungsi, yaitu:

1) Merencanakan kegiatan perencanaan berdasarkan kegiatan sebelumnya serta data sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;

2) Menghimpun dan mempelajari peraturan dan perundang-undangan kebijakan pelaksana teknis, pedoman petunjuk teknis serta bahan lainnya yang berhubungan dengan perencanaan;

3) Mencari, mengumpulkan, menghimpun serta mengelola data dan informasi yang berhubungan dengan perencanaan;

4) Menginventarisir permasalahan perencanaan serta menyiapkan bahan dalam rangka pemecahan masalah:

5) Melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan perencanaan; dan

6) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugas pokoknya.
· Kepala Sub Bagian Keuangan, dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dengan tugas melakukan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntasi, verifikasi, dan pembukuan, yang dijabarkan ke dalam 6 (enam) fungsi, yaitu:

1) Merencanakan  kegiatan keuangan berdasarkan kegiatan sebelumnya serta data sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai degan peraturan yang telah ditetapkan;

2) Menghimpun dan mempelajari peraturan dan perundang-undangan kebijakan pelaksana teknis, pedoman petunjuk teknis serta bahan lainnya yang berhubungan dengan keuangan;

3) Mencari, mengumpulkan, menghimpun serta mengelola data dan informasi yang berhubungan dengan keungan sebagai pedoman dan landasan kerja;

4) Membuat laporan pelaksanaan kegiatan sub bagian keuangan dan perlengkapan sesuai sumber data yang ada dan berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan;

5) Melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan keuangan dan perlengkapan; dan

6) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugas pokoknya.
· Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dengan melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan administrasi ASN, urusan perlengkapan, rumah tangga, dan penataan barang milik Negara, yang dijabarkan ke dalam 7 (tujuh) fungsi, yaitu:

1) Merencanakan kegiatan sub bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah di tetapkan;

2) Menghimpun dan mempelajari peraturan dan perundang-undangan kebijakan pelaksana teknsi, pedoman petunjuk teknis, serta bahan lainnya ;yang berhubungan dengan bagian umum dan kepegawaian;

3) Mencari, mengumpukan, menghimpun dan mensistemasikan, mengelola data dan informasi yang berhubungan dengan tugas sub bagian umum dan kepegawaian;

4) Membuat laopran pelaksanaan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian sesuai dengan sumber data yang ada berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan;

5) Menginventarisir permasalahan kepegawaian dan menyiapkan bahan dalam rangka pemecahan masalah antara lain: melakukan penyusunan formasi pegawai, mengusulkan kebutuhan pegawai, mengurus kenaikan pangkat pegawai, ujian dinas pegawai, pra jabatan pegawai, mengurus jabatan structural pegawai, melaksanakan administrasi penilaian pegawai,  menyiapkan pengambilan sumpah pegawai, menyiapkan tata naskah serah terima jabatan, menyusun daftar penilaian pegawai, urusan mutasi dan promosi pegawai, melaksanakan urusan gaji berkala pegawai, cuti pegawai, absensi pegawai, karpeg, karis, karsu, taspen dan lain-lain;
6) Melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian; dan

7) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugas pokoknya.
3. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan dibidang pelayanan pendaftaran penduduk, yang dijabarkan ke dalam 7 (tujuh) fungsi, yaitu:

1) Penyusunan perencanan pelayanan pendaftaran penduduk;

2) Perumusan kebijakan teknis pendaftaran penduduk;

3) Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;

4) Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;

5) Pelaksanaan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk;

6) Pelaksanaan pedokumentasian hasil pelayanan pendaftaran penduduk; dan

7) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendaftaran penduduk.
Didalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, dibantu oleh Kepala Seksi Identitas Penduduk, Seksi Pindah Datang Penduduk dan Kepala Seksi Pendataan Peduduk.

· Kepala Seksi Identitas Penduduk, dipimpin oleh seorang kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk, yang dijabarkan ke dalam 8 (delapan) fungsi, yaitu:

1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelayanan pendaftaran penduduk;

2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelayanan penerbitan Nomor Induk Kependudukan;

3) Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelayanan penerbitan Kartu Keluarga (KK) dan KTP Elektronik(KTP-el);

4) Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelayanan perubahan dokumen Pendaftaran Penduduk;

5) Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelayanan pelaporan penduduk tidak mampu mendaftarkan sendiri karena pertinbangan umur, sakit keras, cacat fisik dan cacat mandiri;
6) Melaksanakan koordinasi dengan Unit Penyelenggara Administrasi Kependudukan Kecamatan se-Kabupaten Rokan Hulu;
7) Peningkatan kemampuan aparatur seksi identitas penduduk; dan
8) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk sesuai dengan tugas pokoknya.
· Kepala Seksi Pindah Datang Penduduk, dipimpin oleh seorangKepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan, teknis, pembinaaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan pindah datang penduduk, yang dijabarkan ke dalam 5 (lima) fungsi, yaitu:

1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelayanan pindah datang penduduk dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelayanan pindah datang penduduk antar Negara;

3) Melaksanakan koordinasi dengan Unit penyelenggara Administrasi Kependudukan Kecamatan se-Kabupaten Rokan Hulu;

4) Peningkatan kemampuan aparatur seksi pindah datang penduduk; dan
5) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk sesuai dengan tugas pokoknya.
· Kepala Seksi Pendataan Peduduk, dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan , perumusan kebijakan teknis, pembinaaan dan koordinasi serta pelaksanaan pendataan penduduk, yang dijabarkan ke dalam 6 (enam) fungsi, yaitu:

1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelayanan pendataan penduduk;

2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelayanan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan;

3) Menghimpun, mengelola dan menyajikan data penduduk;

4) Melaksanakan koordinasi dengan Unit penyelenggara Administrasi Kependudukan Kecamatan se-Kabupaten Rokan Hulu;
5) Peningkatan kemampuan aparatur seksi pendataan penduduk; dan
6) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk sesuai dengan tugas pokoknya.
4. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan pelayanan pencatatan sipil, yang dijabarkan ke dalam 7 (tujuh) fungsi, yaitu:
1) Penyusunan perencanaan pelayan pencatatan sipil;

2) Perumusan kebijakan teknis pencatatan sipil;

3) Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
4) Pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;

5) Pelaksanaan penerbitan dokumen pencatatan sipil;

6) Pelaksanaan pedokumentasian hasil pelayanan pencatatan sipil; dan

7) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pencatatan sipil.
Didalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dibantu oleh Kepala Seksi Kelahiran, Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian dan Kepala Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraandan Kematian.

· Kepala Seksi Seksi Kelahiran, dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayan pencatatan kelahiran, yang dijabarkan ke dalam 6 (enam) fungsi, yaitu:

a.      Penyiapana bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelayanan pencatatan kelahiran;
b. Peningkatan kemapuan aparatur pelayanan pencatatan kelahiran;
c.     Menghimpun, mengelola dan menyajikan data pencatatan kelahiran;
d. Melaksanakan koordinasi dengan Unit Penyelenggara Administrasi Kependudukan Kecamatan se-Kabupaten Rokan Hulu;
e.     Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelayanan pengamanan dokumen akta kelahiran; dan
f.     Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil sesuai dengan tugas pokoknya.
· Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian, dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanana pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian, yang dijabarkan ke dalam 6 (enam) fungsi, yaitu:

1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian;

2) Peningkatan kemampuan aparatur pelayanan pencatatan Perkawinan dan Perceraian;

3) Menghimpun, mengelola dan menyajikan data pencatatan Perkawinan dan Perceraian;

4) Melaksanakan koordinasi dengan Unit Penyelenggara Administrasi kependudukan Kecamatan se-Kabupaten Rokan Hulu;

5) Menyimpan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelayanan pengamanan dokumen akta perkawinan dan perceraian; dan
6) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil sesuai dengan tugas pokoknya.
· Kepala Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian, dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencananan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanan pelayanan penacatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan status kewarganegaraan dan pencatatan kematian, yang dijabarkan ke dalam 6 (enam) fungsi, yaitu:

1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelayanan pencatatan perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian;

2) Peningkatan kemampuan aparatur pelayanan pencatatan perubahan status anak, pewarganegaraan dan kematian;

3) Menghimpun, mengelola dan menyajikan data pencatatan perubahan status anak, pewarganegaraan dan kematian;

4) Melaksanakan koordinasi dengan Unit Penyelenggra Administrasi Kependudukan  Kecamatan se-Kabupaten Rokan Hulu;

5) Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelayanan pengamanan dokumen akta Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian; dan
6) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil sesuai dengan tugas pokoknya.
5. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah da bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan, yang dijabarkan ke dalam 5 (lima) fungsi, yaitu:

1) Penyusunan perencanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengelolaan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
2) Perumusan kebijakan teknis pengelolaan informasi admiistrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;

3) Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
4) Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;dan
5) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan.
Didalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dibantu oleh Kepala Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian Data dan Kepala Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi.
· Kepala Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, dipimpin oleh seorang kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaaan dan koordinasi serta pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan, yang dijabarkan ke dalam 6 (enam) fungsi, yaitu:
1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan an fasilitasi pengembangan seksi sistem informasi administrasi kependudukan;

2) Peningkatan kemampuan aparatur berbasis sistem informasi administrasi kependudukan;

3) Menghimpun, mengelola dan menyajikan data seksi sistem informasi adminstrasi kependudukan;

4) Melaksanakan koordinasi dengan unit penyelenggara administrasi kependudukan kecamatan se-Kabupaten Rokan Hulu;

5) Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan kebijakan kependudukan berbasis sistem informasi administrasi kependudukan; dan
6) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan sesuai dengan tugas pokoknya.
· Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian Data, dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pengolahan dan penyajian data kependudukan, yang dijabarkan ke dalam 7 (tujuh) fungsi, yaitu:

1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pengolahan dan penyajian data;

2) Peningkatan kemampuan aparatur berbasis Pengolahan dan Penyajian Data;

3) Menghimpun, mengelola dan menyajikan data base Kependudukan;

4) Melaksanakan koordinasi dengan Unit Penyelenggara Administrasi Kependudukan Kecamatan se-Kabupaten Rokan Hulu;

5) Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pemeliharaan data base admiistrasi kependudukan;
6) Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengamanan data base administrasi kependudukan; dan
7) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan sesuai dengan tugas pokoknya.
· Kepala Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi, dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan, koordinasi dan pelaksanaan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi serta sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi, yang dijabarkan ke dalam 7 (tujuh) fungsi, yaitu:

1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengembangan tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;

2) Peningkatan kemampuan aparatur berbasis tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;

3) Menghimpun, mengelola dan menyajikan data Seksi Tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;

4) Melaksanakan koordinasi dengan unit penyelenggara administrasi kependudukan kecamatan se-Kabupaten Rokan Hulu; dan
5) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan sesuai dengan tugas pokoknya.
6. Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, dipimpin oleh seorang Kepala yang erkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan dan inovasi pelayanan administrasi kependudukan, yang dijabarkan ke dalam 7 (tujuh) fungsi, yaitu:

1) Penyusunan perencanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerja sama serta inovasi pelayananadministrasi kependudukan;
2) Perumusan kebijakan teknis pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;

3) Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
4) Pelaksanaan pemanfaatn data dan dokumen kependudukan;
5) Pelaksanaan kerja sama administrasi kependudukan;
6) Pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;dan
7) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan.
Didalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan dibantu oleh Kepala Seksi Kerjasama, Kepala Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan dan Kepala Seksi Inovasi Pelayanan.
· Kepala Seksi Kerjasama, dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan kerja sama administrasi kependudukan, yang dijabarkan ke dalam 6 (enam) fungsi, yaitu:
1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan kerja sama kependudukan;

2) Melakukan perencanaan terhadappelaksanaan kerja sama kependudukan;

3) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait terhadap pelaksanaan kerja sama kependudukan;

4) Melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kerja sama kependudukan;

5) Melaksanakan koordinasi dengan Unit Penyelenggara Administrasi Kependudukan Kecamatan se-Kabupaten Rokan Hulu; dan
6) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan sesuai dengan tugas pokoknya.
· Kepala Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan, dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, yang dijabarkan ke dalam 6 (enam) fungsi, yaitu:

1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;

2) Melakukan perencanaan terhadap pelaksanaan Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan;

3) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait terhadap pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;

4) Melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;

5) Melaksanakan koordinasi dengan Unit Penyelenggara Administrasi Kependudukan Kecamatan se-Kabupaten Rokan Hulu; dan

6) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan sesuai dengan tugas pokoknya.
· Kepala Seksi Inovasi Pelayanan, dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta peaksanan inovasi pelayanan administrasi kependudukan, yang dijabarkan ke dalam 5 (enam) fungsi, yaitu:

· Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi inovasi pelayanan;

· Melakukan perencanaan terhadap pelaksanaan inovasi pelayanan;

· Melakukan koordinasi dengan instansi terkait terhadap inovasi pelayanan;

· Melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan inovasi pelayanan;
· Melaksanakan koordinasi dengan Unit Penyelenggara Administrasi Kependudukan Kecamatan se-Kabupaten Rokan Hulu; dan
· Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan sesuai dengan tugas pokoknya.
· Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
Unit pelaksana teknis dinas (UPTD) yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan penunjang. Di Rokan Hulu ada enam belas kecamatan, di setiap kecamatan ada UPTD kependudukan nya. Melalui UPTD masyarakat bisa mengurus dokumen kependudukannya.
D. 
MAKSUD DAN TUJUAN 


Laporan Kinerja (LKj) ini adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Tahun 2018 yang merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, dan merupakan komitmen yang akan dicapai dalam tahun 2018.

Maksud dari penyusunan Lapran Kinerja (LKj) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2018 ini adalah untuk memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 

Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2018 ini adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan harus dicapai sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk meningkatkan kinerjanya.
E. SISTEMATIKAN PENULISAN

Pada dasarnya Laporan Kinerja (LKj) ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja DISDUKCAPIL selama Tahun 2018. Capaian kinerja Tahun 2018 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja Tahun 2018 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Kinerja (LKj) DISDUKCAPIL Tahun 2018 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Gambaran Umum DISDUKCAPIL
C. Kewenangan, Tugas Pokok dan Fungsi

D. Maksud dan Tujuan

E. Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN KINERJA
a. Perencanaan Strategis

b. Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

a. Capaian Kinerja DISDUKCAPIL
1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

2. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan tahun terakhir

3. Perbandingan Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini
4. Analisis Penyebab keberhasilan /Kegagalan Peningkatan/penurunan Kinerja

5. Analisis Program /Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapain pernyataan Kinerja
b. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP
LAMPIRAN
1. Perjanjian Kinerja
2. Casceding

3. Rencana Aksi 

4. Monitoring Kegiatan

BAB II

PERENCANAAN KINERJA
A. PERENCANAAN STRATEGIS

Visi

Visi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hulu periode Tahun 2016-2021, yaitu:

“Bertekad Mewujudkan Kabupaten Rokan Hulu Sejahtera melalui Peningkatan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan, Pendidikan, Infrastruktur, Kesehatan dan Kehidupan Agamis yang Harmonis dan Berbudaya”

Misi

“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan”
Tujuan dan Sasaran
Tujuan DISDUKCAPIL :
“Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik,bersih dan berwibawa (good governance and clean goverment).”
Sasaran DISDUKCAPIL : 
“Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas layanan publik.”
Strategi dan Arah Kebijakan
Strategi adalah cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran. Strategi ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah, dorongan dan kesatuan pandang dalam melaksanakan tujuan organisasi. Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu merupakan upaya-upaya menyeluruh  dalam menetapkan kebijakan, program operasional, dan kegiatan/aktifitas dengan memperhatikan sumber daya yang dimiliki serta lingkungan yang dihadapi.

Kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah pedoman ataupun rambu-rambu dalam pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu meliputi kebijakan-kebijakan yang ditetapkan Kabupaten Rokan Hulu, untuk hasil yang maksimal dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diperlukan suatu strategi yang menjelaskan tentang pemikiran kedepan secara konseptual, analisis, realistis yang mengakomodir tentang langkah-langkah yang diperlukan dalam mencapai dan mempercepat pencapaian tujuan.

Tabel 1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016-2021
	Visi

Bertekad Mewujudkan Kabupaten Rokan Hulu Sejahtera melalui Peningkatan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan, Pendidikan, Infrastruktur, Kesehatan dan Kehidupan Agamis yang Harmonis dan Berbudaya

	Misi Keempat:

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan 

	Tujuan
	Sasaran
	Strategi
	Arah Kebijakan

	Meningkatkan Tata Kelola    Kepemerintahan Yang Baik dan  Bersih                     ( Good Governance and Clean Government )                                                                                                                                       
	Meningkatnya penduduk yang memiliki  dokumen kependudukan dan pencatatan sipil                                 
	Meningkatkan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
	Penataan administrasi kependudukan 

 


Program dan Kegiatan
Program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan penjabaran langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan yang telah ditetapkan. Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang dilaksanakan guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Program atau program kerja operasional merupakan upaya untuk mengimplementasikan strategi organisasi yang meliputi proses penentuan jumlah dan jenis sumber dana yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana.
1. Program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan kegiatan:

· Program penataan administrasi kependudukan, dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu;

2. Pelatihan tenaga pengelola SIAK;

3. Implementasi sistem administrasi kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan) (DAK);

4. Pembentukan dan penataan sistem koneksi (inter-phase tahap awal) NIK;

5. Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan;

6. Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat;

7. Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan;

8. Pengembangan data base kependudukan;
9. Penyusunan kebijakan kependudukan;

10. Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil;

11. Sosialisasi kebijakan kependudukan;

12. Monitoring, evaluasi dan kependudukan;

13. Peningkatan kapasitas kelembagaan kependudukan;

14. Peningkatan pelayanan publik dalam bidang pencatatan sipil.

B. PERJANJIAN KINERJA
Perjanjian Kinerja DISDUKCAPIL adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati Rokan Hulu kepada Kepala DISDUKCAPIL untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Kepala DISDUKCAPIL dan Bupati Rokan Hulu atas kinerja yang terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya.
Penetapan kinerja DISDUKCAPIL Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018 yang telah ditandatangani pada bulan Desember 2018 adalah sebagai berikut.
	NO
	SASARAN
	INDIKATOR KINERJA UTAMA
	TARGET

	1
	Meningkatnya kualitas pelayanan kependudukan dan catatan sipil
	Persentase Penduduk yang memiliki KK (Kartu Keluarga) 
	145.367 KK atau 100%

	
	
	Persentase penduduk yang memiliki KTP-el
	11.553  org. atau 100%

	
	
	Persentase penduduk yang melakukan perekaman kTP-el
	11.723  org. atau 100%

	
	
	Persentase penduduk yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA)
	56.835 org atau 20%

	
	
	Persentase penduduk yang memiliki Akta Kelahiran
	100.858 org atau 80% 


BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan dimana hasil akhirnya adalah terciptanya pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya pengukuran kinerja, pemerintah akan dapat menentukan berbagai cara untuk mempertahankan atau meningkatkan kinerjanya. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang seharusnya terjadi dengan kinerja yang diharapkan dimana pengukuran dan pembandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah.
A. CAPAIAN KINERJA DISDUKCAPIL
Analisis capaian kinerja sasaran dilakukan atas capaian sasaran yang dipengaruhi oleh pelaksanaan kegiatan. Adapun cara yang dipergunakan dengan membandingkan indikator-indikator sasaran yang direncanakan (diharapkan) dengan realisasinya, atau antara rencana kinerja (performance plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (performance result) yang dicapai DISDUKCAPIL Kabupaten Rokan Hulu. Kemudian dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (performance gap) yang diakibatkan oleh realisasi yang berbeda dengan yang direncanakan. 
DISDUKCAPIL Kabupaten Rokan Hulu merupakan satuan kerja perangkat daerah yang mendukung terwujudnya misi pertama pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yaitu Melanjutkan Terwujudnya Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah, meliputi Pelayanan Publik, Good Governance dan Clean Government dan juga melaksanakan sasaran gambaran yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu (1) satu tahun atau (3) tiga tahun guna mencapai tujuan yang telah dirumuskan untuk (5) lima tahun  ke depan.
Capaian sasaran ini diukur dengan 5 (Lima ) indikator kinerja utama yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu, sebagai berikut:
Analisis Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu dijabarkan sebagai berikut :

1.Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini adalah sebagai berikut :
	No
	Indikator Kinerja Utama
	Satuan
	Target
	Realisasi
	% Capaian

	1
	Persentase Penduduk yang memiliki Kartu Keluarga (KK)
	Persen
	145.367
	156.996
	100%

	2
	Persentase Penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP-el)
	Persen
	11.553
	333.538
	88.99%

	3
	Persentase Penduduk yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA)
	Persen
	56.835
	2.444
	4.30%

	4
	Persentase Penduduk yang memiliki Akta Kelahiran
	Persen
	100.858
	197.800
	35.56%

	5
	Persentase Penduduk yang sudah melakukan perekaman KTP-el
	persen
	11.723
	346.981
	92.63%


     2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan  tahun lalu dan beberapa tahun terakhir adalah sebagai berikut :
	No
	Indikator Kinerja Utama
	Satuan
	Kondisi Awal 2017
	Target Capaian  2017
	Realisasi 2017
	% Capaian


	Target Capaian  2018
	Realisasi 2018
	% Capaian



	1
	Persentase Penduduk yang memiliki Kartu Keluarga (KK)
	Persen
	134,973

96,05%
	143.127 KK atau 100%
	143.483 KK  
	100 %
	145.367
	156.996
	100%

	2
	Persentase Penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP-el)
	Persen
	302,151

87,70%
	11.527  org. atau 100%
	308.392 0rg
	82,26%
	11.553
	333.538
	88.99%

	3
	Persentase penduduk yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA)
	Persen
	-
	37.257 org atau 20%
	-
	-
	56.835
	2.444
	4.30%

	4
	Persentase Penduduk yang memiliki Akta Kelahiran
	Persen
	167,438
	113.340 org atau 80% 
	171.288 org
	30,91%
	100.858
	197.800
	35.56%

	5
	Persentase Penduduk yang sudah melakukan perekaman KTP-el
	Persen
	317,050

86,63%
	53.527  org. atau 100%
	320.017 org
	85,36%
	11.723
	346.981
	92.63%


     3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis DISDUKCAPIL Kabupaten Rokan Hulu adalah sebagai berikut :

	NO
	INDIKATOR KINERJA UTAMA
	SATUAN
	TARGET 2017
	REALISASI 2017
	TARGET 2018
	REALISASI 2018
	TARGET 2019
	TARGET 2020
	TARGET 2021
	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD

	1
	Persentase Penduduk yang memiliki Kartu Keluarga (KK)
	Persen
	143.127 KK atau 100%
	143.483 KK  
	145.367
	156.996
	 147.914 KK atau 100%
	 150.850 KK atau 100%
	 154.056 KK atau 100%
	 154.056 KK atau 100%

	2
	Persentase Penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP-el)
	Persen
	11.527  org. atau 100%
	308.392 0rg
	11.553
	333.538
	11.580  orang atau 100%
	11.614  orang atau 100%
	11.638 orang atau 100%
	11.638 orang atau 100%

	3
	Persentase penduduk yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA)
	Persen
	37.257 org atau 20%
	-
	56.835
	2.444
	77.220 orang atau 40%
	98.600 orang atau 50%
	121.041 orang atau 60%
	121.041 orang atau 60%

	4
	Persentase Penduduk yang memiliki Akta Kelahiran
	Persen
	113.340 org atau 80% 
	171.288 org
	100.858
	197.800
	88.093 orang atau 85% 
	 77.988 orang atau 87%
	 61.371 orang atau 90%
	 61.371 orang atau 90%

	5
	Persentase Penduduk yang sudah melakukan perekaman KTP-el
	Persen
	53.527  org. atau 100%
	320.017 org
	11.723
	346.981
	11.946 orang atau 100%
	12.203 orang atau 100%
	12.484 orang atau 100%
	12.484 orang atau 100%


      4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan :
Dari 5 (Lima) IKU, 1 ( Satu) IKU yang yang memenuhi target untuk tahun 2018 yaitu Persentase Penduduk yang memiliki Kartu Keluarga (KK) sedangkan 4 (Empat) IKU Lainnya tidak mencapai 100% yaitu, Persentase penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), Persentase penduduk yang meiliki Kartu Identitas Anak (KIA), Persentase penduduk yang memiliki Akta Kelahiran dan Jumlah penduduk yang sudah melakukan perekaman KTP-el.
Tingkat capaian kinerja DISDUKCAPIL Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018 yang diukur berdasarkan indikator kinerja utama adalah sebagai berikut:

1. Jumlah Penduduk yang memiliki Kartu Keluarga (KK) 


Dapat kami jelaskan dimana target penduduk yang memiliki Kartu Keluarga (KK) ditahun 2018 sebesar 100% jumlah  KK yang diterbitkan selama tahun 2018 adalah 156.996 lembar, sedangkan target tahun 2018 145.367 lembar . Capaian penduduk yang memiliki KK 100%.

Tabel I.I Jumlah Rumah Tangga Menurut Kecamatan Tahun 2012-2018
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu, 2011-2018.
	NO
	KECAMATAN
	JUMLAH RUMAH TANGGA

	
	
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018

	1
	Rambah
	10.644
	13.425
	12.096
	12.046
	11.886
	12.217
	13.653

	2
	Rambah Hilir
	8.464
	12.934
	10.811
	10.974
	10.896
	10.974
	8.822

	3
	Rambah Samo
	7.302
	9.485
	8.745
	9.330
	9.240
	9.330
	13.899

	4
	Kepenuhan
	5.525
	6.960
	5.963
	6.331
	5.939
	6.331
	16.383

	5
	Kepenuhan Hulu
	3.804
	5.702
	5.097
	4.323
	4.931
	4.323
	6.799

	6
	Kunto Darussalam
	10.504
	14.182
	12.785
	12.654
	11.487
	12.654
	12.757

	7
	Pagaran Tapah Darussalam
	4.175
	4.802
	4.322
	4.044
	2.877
	4.044
	9.76

	8
	Bonai Darussalam
	10.637
	7.019
	6.126
	5.881
	6.355
	5.881
	11.798

	9
	Rokan IV Koto
	3.77
	7.099
	5.955
	6.356
	5.954
	6,033
	23.13

	10
	Pendalian IV Koto
	4.425
	3.953
	3.509
	3.387
	3.545
	3.387
	5.568

	11
	Tambusai
	12.131.
	17.030
	15.385
	15.473
	13.876
	14,230
	9.445

	12
	Tambusai Utara
	16.057
	23.302
	21.460
	21.991
	21.508
	21.991
	8.057

	13
	Tandun
	6.846
	9.252
	8.315
	7.657
	8.240
	7.657
	6.385

	14
	Kabun
	5.826
	7.916
	7.203
	6.530
	7.194
	6.530
	3.502

	15
	Bangun Purba
	3.553
	5.306
	4.804
	4.755
	4.949
	4.755
	5.222

	16
	Ujung Batu
	10.544
	13.306
	12.450
	12.111
	11.634
	11.973
	3.816

	TOTAL
	124.204
	160.885
	145.026
	143.843
	140.511
	143.843
	156.996


2. Jumlah penduduk yang memiliki KTP-el



Jumlah penduduk yang memiliki KTP-el pada tahun 2018 sebanyak 333.358 lembar, sedangkan Jumlah penduduk usia >  KTP (>17  dan pernah/sudah menikah sebanyak 374.586 orang, Capaian nya adalah 88.99 %.
Tabel I.2  Jumlah Penduduk Kabupaten Rokan Hulu

yang sudah memiliki  KTP-el  Tahun 2018

	NO
	NAMA_KECAMATAN
	LAKI-LAKI
	PEREMPUAN
	JUMLAH

	1
	UJUNG BATU
	15,055
	14,988
	30,043

	2
	ROKAN IV KOTO
	7,524
	7,319
	14,843

	3
	RAMBAH
	15,254
	15,531
	30,785

	4
	TAMBUSAI
	17,080
	16,874
	33,954

	5
	KEPENUHAN
	7,507
	7,338
	14,845

	6
	KUNTO DARUSSALAM
	13,800
	12,891
	26,691

	7
	RAMBAH SAMO
	10,903
	10,525
	21,428

	8
	RAMBAH HILIR
	12,946
	12,893
	25,839

	9
	TAMBUSAI UTARA
	24,723
	23,298
	48,021

	10
	BANGUN PURBA
	6,023
	5,898
	11,921

	11
	TANDUN
	10,058
	9,738
	19,796

	12
	KABUN
	8,184
	7,852
	16,036

	13
	BONAI DARUSSALAM
	6,335
	5,802
	12,137

	14
	PAGARAN TAPAH DARUSSALAM
	4,108
	3,945
	8,053

	15
	KEPENUHAN HULU
	5,534
	5,292
	10,826

	16
	PENDALIAN IV KOTO
	4,283
	4,037
	8,320

	JUMLAH
	169,317
	164,221
	333,538


Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu, 2018
Tabel I. 3 Jumlah Penduduk Kabupaten Rokan Hulu

yang wajib KTP-el  Tahun 2018

	NO
	NAMA_KECAMATAN
	LAKI-LAKI
	PEREMPUAN
	JUMLAH

	1
	UJUNG BATU
	16,484
	16,066
	32,550

	2
	ROKAN IV KOTO
	8,398
	8,084
	16,482

	3
	RAMBAH
	16,666
	16,652
	33,318

	4
	TAMBUSAI
	19,860
	19,352
	39,212

	5
	KEPENUHAN
	8,392
	8,111
	16,503

	6
	KUNTO DARUSSALAM
	15,653
	14,402
	30,055

	7
	RAMBAH SAMO
	11,992
	11,323
	23,315

	8
	RAMBAH HILIR
	14,194
	13,879
	28,073

	9
	TAMBUSAI UTARA
	29,043
	27,360
	56,403

	10
	BANGUN PURBA
	6,542
	6,373
	12,915

	11
	TANDUN
	11,270
	10,771
	22,041

	12
	KABUN
	9,324
	8,762
	18,086

	13
	BONAI DARUSSALAM
	8,042
	7,259
	15,301

	14
	PAGARAN TAPAH DARUSSALAM
	4,570
	4,301
	8,871

	15
	KEPENUHAN HULU
	6,364
	6,026
	12,390

	16
	PENDALIAN IV KOTO
	4,710
	4,361
	9,071

	JUMLAH
	191,504
	183,082
	374,586


Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu, 2018
3. Jumlah penduduk yang memiliki KIA (Kartu Identitas Anak)



Kartu Identitas Anak  adalah Kartu yang diterbitkan Pemerintah untuk melakukan pendataan, memberikan perlindungan, dan pemenuhan hak konstitusional anak-anak yang ada di Indonesia. KIA ini sendiri dibagi dua jenis. Antara lain KIA umur anak antara 0-5 tahun dan 5-17 tahun kurang satu hari. Perbedaannya adalah untuk KIA 0-5 tahun tanpa menggunakan foto, sedangkan KIA usia 5-17 tahun kurang satu hari sebaliknya. Jumlah Kartu idenititas Anak yang ada di Rokan Hulu yang diterbitkan pada tahun 2018 adalah  2.444 lembar sedangkan  target nya untuk tahun 2018 adalah 56.835 lembar capaiannya 4.30%, belum tercapai targetnya.

Kartu Identitas Anak (KIA) adalah Kartu Identitas Anak yang diterbitkan pemerintah untuk melakukan pendataan/memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitional anak-anak yang ada di indonesia. Kartu Identitas Anak (KIA) dibagi dua jenis, antara lain KIA umur anak 0-5 Tahun dan 5- 17 Tahun kurang satu hari. Perbedaannya adalah Kartu Identitas Anak 0-5 Tahun tanpa menggunakan foto, sedangkan Kartu Identitas Anak 5-17 Tahun menggunakan foto.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memprogramkan Kartu Identitas Anak (KIA) pada Tahun 2016. Kartu Identitas Anak sebagai upaya untuk mendata penduduk sejak lahir sampai nanti waktunya berkewajiban memiliki Kartu Identitas Penduduk atau KTP-el. Adanya KIA sebagai perwujudan kehadiran negara dalam kualitas pelayanan publik. Selain sebagai pengenal juga dapat menjadikan anak dapat mengakses pelayanan publik secara mandiri.

Mengenai persyaratan pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA), permendagri Nomor 2 Tahun 2016 tentang KIA dikeluarkan 14 Januari 2016 menyebutkan anak WNI berusia 0-5 Tahun tapi belum memiliki KIA harus memenuhi persyaratan fotocopy Akta Kelahiran dan menunjukkan Kutipan Akta Kelahiran yang asli, Kartu Keluarga (KK) asli orang tua/wali, dan Kartu Identitas Penduduk KTP-el kedua orang tua yang asli.

Bagi anak WNI yang berusia 5-17 Tahun tapi belum memiliki KIA harus memenuhi persyaratan fotocopy Akta Kelahiran dan menunjukkan kan Kutipan Akta Kelahiran yang asli, Kartu Keluarga (KK) asli orang tua/wali, Kartu Identitas Penduduk KTP-el kedua orang tua yang asli, pas poto anak berwarna ukuran 2x3 sebanyak dua lembar.
Menurut Dirjen Dukcapil,” Dalam penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) sekaligus diterbitkan Akta Kelahiran yang bersangkutan dan juga perubahan Kartu Keluarga (KK) orang tuanya , dijelaskan juga bahwa penerbitan KIA dilakukan setelah perbitan NIK atau Nomor Induk Kependudukan.
Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan tertib administrasi kependudukan ini adalah untuk memperoleh ( merekam ) data base kependudukan mengenai peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya agar diperoleh data yang memiliki keahlian dan validasi terus menerus yang akurat, cepat, tepat, murah, aman dan pasti, tidak diskriminatif, serta dapat dipertanggung jawabkan.

Tabel I.4   Jumlah Penduduk Kabupaten Rokan Hulu

 yang Memiliki Kartu Identitas Anak Tahun 2018

	NO
	NAMA_KECAMATAN
	JUMLAH

	1
	UJUNG BATU
	188

	2
	ROKAN IV KOTO
	22

	3
	RAMBAH
	391

	4
	TAMBUSAI
	137

	5
	KEPENUHAN
	92

	6
	KUNTO DARUSSALAM
	82

	7
	RAMBAH SAMO
	166

	8
	RAMBAH HILIR
	294

	9
	TAMBUSAI UTARA
	422

	10
	BANGUN PURBA
	71

	11
	TANDUN
	254

	12
	KABUN
	96

	13
	BONAI DARUSSALAM
	15

	14
	PAGARAN TAPAH DARUSSALAM
	21

	15
	KEPENUHAN HULU
	110

	16
	PENDALIAN IV KOTO
	83

	JUMLAH
	2,444


4. Jumlah Penduduk yang sudah melakukan perekaman KTP-el


Jumlah penduduk yang melakukan perekaman KTP-el  pada tahun 2018  sebanyak 346.981                        orang. Sedangkan Jumlah penduduk usia >  KTP (>17  dan pernah/sudah menikah sebanyak 374,586 orang. Capaiannya adalah 92.63%. Belum mencapai target 100%, oleh karena itu pada akhir tahun 2018 sampai tahun 2018 diadakan kegiatan perekaman keliling kesekolah dan kedesa yang ada di Kabupaten Rokan Hulu.
Penerapan KTP elektronik (e-KTP) merupakan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 dan serangkaian peraturan lainnya seperti ndang-undang Nomor 35 Tahun 2010  yang menyatakan aturan tata cara dan implementasi teknis  dari e-KTP yang dilengkapi dengan sidik jari dan chip, dilihat dari penerapan e-KTP akan berada diseluruh Indonesia, termasuk didalamnya Kabupaten Rokan Hulu, sehingga diharapkan semua elemen masyarakat untuk mensukseskan penerapan e-KTP tersebut. 

Diharapkan dengan adanya penerapan e-KTP di Kabupaten Rokan Hulu, identitas nanti betul-betul valid dan akurat, sehingga persoalan kriminalitas dan identitas yang tidak jelas dapat teratasi. Diharapakan pula untuk pelayanan kesehatan seperti jamkesmas, jamkesda, dan sasaran raskin dan lain sebagainya bisa lebih cepat dilakukan. Selain mencega pemilih ganda dalam pemilu juga bermamfaat untuk berbagai kepentingan seperti mencegah tenaga kerja ilegal, pembelian tanah dengan bermacam KTP. Dengan demikian, masyarakat harus bersiap menyambut penerapan e-KTP tersebut apalagi semua digratiskan melalui anggaran pusat.

Tabel I.5 Jumlah Penduduk Kabupaten Rokan Hulu

yang sudah melakukan perekaman KTP-el  Tahun 2018

	NO
	NAMA_KECAMATAN
	LAKI-LAKI
	PEREMPUAN
	JUMLAH

	1
	UJUNG BATU
	15,681
	15,461
	31,142

	2
	ROKAN IV KOTO
	7,702
	7,483
	15,185

	3
	RAMBAH
	15,712
	15,792
	31,504

	4
	TAMBUSAI
	17,947
	17,538
	35,485

	5
	KEPENUHAN
	7,685
	7,486
	15,171

	6
	KUNTO DARUSSALAM
	14,811
	13,736
	28,547

	7
	RAMBAH SAMO
	11,269
	10,807
	22,076

	8
	RAMBAH HILIR
	13,385
	13,224
	26,609

	9
	TAMBUSAI UTARA
	25,789
	24,231
	50,020

	10
	BANGUN PURBA
	6,244
	6,014
	12,258

	11
	TANDUN
	10,425
	9,998
	20,423

	12
	KABUN
	8,534
	8,096
	16,630

	13
	BONAI DARUSSALAM
	6,444
	5,844
	12,288

	14
	PAGARAN TAPAH DARUSSALAM
	4,942
	4,715
	9,657

	15
	KEPENUHAN HULU
	5,777
	5,489
	11,266


5. Jumlah penduduk yang memiliki Akta Kelahiran


Jumlah penduduk yang memiliki Akta Kelahiran pada tahun 2018 sebanyak 197.800  orang, sedangkan jumlah penduduk kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2018 adalah 556.199 orang. Capaian penduduk yang memiliki Akta kelahiran 35,56%, belum mencapai target yang sudah direncanakan, karena jumlah penduduk kabupaten Rokan hulu dari tahun 2016 sampai 2018 bertambah banyak.

Tabel I.6  Jumlah Penduduk Kabupaten Rokan Hulu  yang Memiliki Akta Kelahiran Tahun 2018
	NO
	NAMA_KECAMATAN
	LAKI-LAKI
	PEREMPUAN
	JUMLAH

	1
	UJUNG BATU
	9,410
	8,828
	18,238

	2
	ROKAN IV KOTO
	4,529
	4,222
	8,751

	3
	RAMBAH
	10,391
	9,744
	20,135

	4
	TAMBUSAI
	12,625
	12,054
	24,679

	5
	KEPENUHAN
	4,885
	4,697
	9,582

	6
	KUNTO DARUSSALAM
	8,814
	8,123
	16,937

	7
	RAMBAH SAMO
	5,038
	4,589
	9,627

	8
	RAMBAH HILIR
	7,229
	6,705
	13,934

	9
	TAMBUSAI UTARA
	11,418
	10,950
	22,368

	10
	BANGUN PURBA
	3,784
	3,432
	7,216

	11
	TANDUN
	5,777
	5,460
	11,237

	12
	KABUN
	5,768
	5,422
	11,190

	13
	BONAI DARUSSALAM
	5,063
	4,474
	9,537

	14
	PAGARAN TAPAH DARUSSALAM
	2,403
	2,293
	4,696

	15
	KEPENUHAN HULU
	2,765
	2,577
	5,342

	16
	PENDALIAN IV KOTO
	2,212
	2,119
	4,331

	JUMLAH
	102,111
	95,689
	197,800


Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu, 2018.
Tabel I.7 Jumlah Penduduk Kabupaten Rokan Hulu Menurut Kecamatan  dan Jenis Kelamin Tahun 2018
	NO
	KECAMATAN
	JUMLAH PENDUDUK

	
	
	LAKI-LAKI
	PEREMPUAN
	L + P

	1
	UJUNG BATU
	24,335
	23,357
	47,692

	2
	ROKAN IV KOTO
	11,866
	11,403
	23,269

	3
	RAMBAH
	25,407
	24,825
	50,232

	4
	TAMBUSAI
	31,022
	29,972
	60,994

	5
	KEPENUHAN
	12,535
	12,133
	24,668

	6
	KUNTO DARUSSALAM
	23,112
	21,356
	44,468

	7
	RAMBAH SAMO
	17,489
	16,537
	34,026

	8
	RAMBAH HILIR
	20,602
	19,790
	40,392

	9
	TAMBUSAI UTARA
	43,589
	41,254
	84,843

	10
	BANGUN PURBA
	9,676
	9,308
	18,984

	11
	TANDUN
	16,031
	15,260
	31,291

	12
	KABUN
	14,080
	13,322
	27,402

	13
	BONAI DARUSSALAM
	12,426
	11,160
	23,586

	14
	PAGARAN TAPAH DARUSSALAM
	6,418
	6,102
	12,520

	15
	KEPENUHAN HULU
	9,591
	9,053
	18,644

	16
	PENDALIAN IV KOTO
	6,789
	6,399
	13,188

	TOTAL
	284,968
	271,231
	556,199


Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu, 2018.

  Tabel 1.8 Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Rokan HuluTahun 2007-2018
	NO
	TAHUN
	JUMLAH PENDUDUK
	KENAIKAN
	%

	1
	2007
	390.668
	-
	- 

	2
	2008
	385.245
	5.423
	1,40 %

	3
	2009
	398.089
	12.844
	3,22 %

	4
	2010
	475.011
	76.922
	 16,19%

	5
	2011
	536.692
	61.681
	11,49 %

	6
	2012
	610.110
	73.418
	12,03 %

	7
	2013
	557.213
	-52.897
	9,49 %

	8
	2014
	557.660
	-447
	0,08 %

	9
	2015
	558.325
	665
	0,11%

	10
	2016
	548,793
	-9.532
	1,73%

	11
	2017
	554,152
	5.359
	0,96%

	12
	2018
	556.199
	2.047
	0,36%


Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Rohul, tahun 2007-2018.

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:
	No
	Indikator Kinerja Utama
	Hasil 2017
	Hasil 2018
	% Capaian
	Tercapai /Tidak
	Hasil s.d 2018

	1
	Persentase Penduduk yang memiliki KK (Kartu Keluarga) 
	143.483 KK
	156.996 
	100 %
	V
	100%

	2
	Persentase penduduk yang memiliki KTP-el
	308.392 Org
	333.538
	88.99
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	88.99%

	3
	Persentase penduduk yang melakukan perekaman kTP-el
	320.017 Orag
	346.981
	92.63
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	92.63%

	4
	Persentase penduduk yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA)
	-


	2.444
	4.30
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	4.30%

	5
	Persentase penduduk yang memiliki Akta Kelahiran
	171.288 Org
	197.800
	35.56%
	
	35.56%


Keterangan : V = mencapai target, X = tidak mencapai target,        =  tidak mencapai target tetapi ada peningkatan dibandingkan kinerja tahun lalu
Berdasarkan data diatas, peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah telah dilaksanakan secara konsisten.
5. Analisis Program /Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan   pencapain pernyataan Kinerja

Capaian indikator di atas terutama dicapai melalui 1 ( satu ) program utama dan 5 (lima) kegiatan utama, yaitu:

Program:

1. Program Penataan Administrasi Kependudukan :


Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu


Pengolahan dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan


Penyediaan Informasi yang dapat diakses masyarakat

Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan ) (DAK) Dana Alokasi Khusus.
B. REALISASI ANGGARAN

Capaian sasaran yang telah ditargetkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu tahun 2018 tidak terlepas dari adanya dukungan dana yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam rangka pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan tahun 2018 di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu secara implementatif dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengalokasikan anggaran sebesar Rp.5.681.516.466,00,- dan dalam pelaksanaannya menyerap dana sebesar Rp.4.549.587.358,00,- atau 79.99 %.
	NO
	PROGRAM/KEGIATAN
	PAGU
	REALISASI
	%

	I
	Program pelayanan administrasi perkantoran
	2.882.552.500
	2.435.624.029
	84.50

	1
	Penyediaan jasa surat menyurat
	4.557.000
	4.557.000
	100.00

	2
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air
	120.000.000
	100.119.492
	83.50

	3
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan operasional
	12.500.000
	5.481.000
	43.85

	4
	Penyediaan jasa kebersihan kantor
	64.130.600
	63.383.100
	98.83

	5
	Penyediaan alat tulis kantor
	524.123.800
	

486.465.200
	92.81

	6
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
	475.163.600
	465.863.600
	98.04

	7
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
	4.916.500
	4.916.500
	100.00

	8
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
	4.968.000
	4.800.000
	96.62

	9
	Penyediaan bahan logistik kantor
	244.207.200
	175.197.600
	71.74

	10
	Penyediaan makanan dan minuman
	43.932.000
	43.932.000
	100.00

	11
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
	396.402.000
	244.845.537
	61.77

	12
	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah
	191.180.000
	58.020.000
	30.35

	13
	Penyediaan jasa tenaga teknis kantor
	726.808.800
	708.300.000
	97.45

	14
	Penyediaan jasa keamanan kantor
	69.663.000
	69.663.000
	100.00

	II
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
	979.494.966


	769.328.800

	78.54

	1
	Pembangunan Gedung Kantor
	251.900.666
	86.700.000
	34.42

	2
	Pengadaan Mebeleur
	0
	0
	0

	3
	Pengadaan Peralatan Kerja
	15.000.000
	15.000.000
	100.00

	4
	Pemelhiraan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
	52.242.400
	52.242.400
	100

	5
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
	88.098.900
	78.866.400
	89.52

	6
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor
	330.183.000
	39.747.000
	99.37

	7
	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
	197.973.000
	197.720.000
	99.87

	III
	Program penataan administrasi kependudukan
	1.819.469.000


	1.339.784.500

	73.64

	1
	Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu
	275.000.000
	0
	0

	2
	Pengolahan Dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan
	26.300.000
	25.000.000
	95.06

	3
	Penyediaan Informasi yang Dapat Diakses Masyarakat
	0
	0
	0

	4
	Implementasi sistem administrasi kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)
	1.518.169.000
	1.314.784.500
	89.40

	JUMLAH
	5.681.516.466
	4.549.587.358
	79.99


Proses perencanaan yang dilakukan atas program dan kegiatan prioritas untuk masing-masing urusan wajib yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu dengan melalui proses dan termuat dalam RPJMD, RKPD, Renja SKPD dan RKA. 
Berdasarkan hasil penilaian terhadap kinerja sasaran strategis dan indikator kinerja utama, dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018 secara keseluruhan belum berhasil dengan nilai rata-rata capaian kinerja sasaran strategis sebesar 40,05%. Adapun berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 5 (lima) indikator kinerja utama, disimpulkan bahwa 1 indikator (100,00%) dikategorikan "sangat berhasil",    4 indikator (60,95%) dikategorikan "belum berhasil. Hal ini disebabkan masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan, padahal data tersebut sangat penting bagi mereka. Disamping itu untuk mengurus dokumen tersebut banyak yang belum memenuhi persyaratannya. Padahal untuk mengurus KK, KTP, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Pencatatan pengangkatan anak/adopsi, Pencatatan pengakuan/pengakuan pengesahan anak, semua nya gratis, tidak dipungut biaya, berdasarkan perda Nomor 5 Tahun 2009. 
Kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Disdukcapil secara umum sudah mendekati sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Namun peningkatan kinerja tetap harus dilakukan untuk meningkatan kualitas perencanaan dan kualitas pembangunan, sehingga visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat terwujud.
BAB IV

PENUTUP

Dalam kerangka Laporan Kinerja Dinas (LKj)  juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kerja dan alat pendorong terwujudnya googd governance. Instansi pemerintah secara periodik wajib mengkomunikasikan pencapaian dan tujuan sasaran stratejik organisasi kepada para stakeholders, yang dituangkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan  Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) dapat juga dipakai sebagai umpan balik pengambilan keputusan dalam melakukan introspeksi dan refleksi untuk membuat langkah-langkah perbaikan atau peningkatan kinerja dimasa-masa mendatang. Secara total anggaran, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah dapat menyerap anggaran sebesar Rp.10,802,000,343.00,- atau  79,99 %, dari yang dianggarkan sebesar Rp. 12.220,705.00 yang terdiri dari :
1. Realisasi anggaran Belanja Tidak Langsung telah direalisasi sebesar                            Rp. 6,257,268,024,- atau 95,69 %
2. Realisasi anggaran Belanja Langsung telah direalisasi sebesar Rp. 4,549,587,358,- atau 79,99 %
Dalam Tahun 2018, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah dapat mencapai sasaran yang ditetapkan melalui pelaksanaan program dan kegiatan. Keberhasilan yang telah dicapai seharusnya menjadi pendorong bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk lebih meningkatkan kinerjanya di tahun-tahun mendatang. Selama kurun waktu tahun 2018, rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Disdukcapil sesuai tertuang didalam Renja Disdukcapil dan Dokumen APBD murni tahun 2018, terdiri dari 3 Program dan 25 Kegiatan.
Terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan oleh aparat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk meningkatkan kinerjanya yaitu :

1. Lebih meningkatkan disiplin yang mencakup kepada ketaatan terhadap ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Lebih meningkatkan kecermatan perencanaan yang diikuti dengan pengawasan yang ketat agar rencana kegiatan yang dibuat dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya;

3. Lebih mendayagunakan secara optimal sumber daya manusia yang ada sebagai motor penggerak pelaksanaan kegaiatan/program dan lebih mengoptimalkan 

pemanfaatan sarana dan prasarana yang tersedia;
4. Lebih meningkatkan efisiensi, efektifitas pelaksanaan kegiatan agar dapat mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

	Pasirpengaraian,       Januari 2019
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN ROKAN HULU
H. SYAIFUL BAHRI,S.Sos.M.Si

NIP. 19641215 198503 1 009


[image: image1.png]


[image: image2.png]


[image: image3.png]


[image: image4.png]


[image: image5.png]


[image: image6.png]


[image: image7.png]


[image: image8.png]


[image: image9.png]


[image: image10.png]


[image: image11.png]


[image: image12.png]


[image: image13.png]


[image: image14.png]


[image: image15.png]


[image: image16.png]


[image: image17.png]


[image: image18.png]


[image: image19.png]


[image: image20.png]


[image: image21.png]


[image: image22.png]


[image: image23.png]


[image: image24.png]


[image: image25.png]


[image: image26.png]


[image: image27.png]


[image: image28.png]


[image: image29.png]



PAGE  
[image: image31.png]25    

